PERATURAN EEKTOE UNIVERSITAR BRAWLIAYA

NOMORE 21 TAITUN 2024

TENTANG

PERURAHAN KEDUA ATAS PERATUREAN REKTOR NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISAS] DAN TATA KERJA UNSLUR

Menimbang : a.

Mengingar.

YANG BERADA D]l BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

1

FEKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

hahwa diperlukan penataan argamsasi vang berada di
bawah Rektor untuk mewujudkan akselerasi,
efehtivitas, dan efisiensl penyelenggaraan Universitas
Brawijarya;

. bahwa berdasarkan pertimbanpan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perls  menemapkan
Feraturan ERektor tentang Perubahan Kedua Armgs
Peraturan Rektor Momor 12 Tehuyn 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unsur yvang Derada di
Bawah Relinor,

Undang-Undeng Nomoer 20 Tahun 2003 tentane

Siwtem Pondidikan  HNasional (Lembaran MNegara
Kepublikk Indonesia Tahun 2003 MNomor 78,

Tambahan Lombaran Megara Hepubhk [ndonesia
Momor 4301};

. Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tingg (Lembaran Negara FRepublik
[ndonesia Tahun 2012 HNomor 158, Tambaehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5236);

- Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tingei dan Pengelolaan
Perpurian  Tingg (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tabun 2014 Nemor 16, Tambxahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NMomor 5500);

- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021

tentang Pergurvan Tinggi Negeri Badan Hulkum
Universitas Brawijaya [Lembazan Negara Republik
Indonegia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan
Letnharan Megara Republik Indonesia Nomer 67 32);



5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis
Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat
Akademik Universitas (Lembaran Universitas
Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur
yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas
Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran
Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR
YANG BERADA DI BAWAH REKTOR.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor
(Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor
(Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 dihapus, di antara angka
34a dan 35 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 34b, dan
ditambah 1 (satu) angka yakni angka 38, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah
perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah
organ UB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan
kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

3. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan
pengelolaan UB.

4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU
adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan
kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan
pengawasan di bidang akademik.

5. Wakil Rektor adalah wakil rektor di lingkungan UB.
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Sekretans Universitas adalabh sekretaris UDB vang bertueas
mengoordinasi kegiatan pelayanan adminiatrasi, hukum, tata
usaha dan kervmahtanggaan, informasi dan  kehumasan,
sekretafat pimpinan  dan  protokoler, serta  kesehatan,
keselamnatan kerja, dan lingkungar,

Lembaga Penjaminan Muty yang selanjutnya disingkat LPMW
adalah lembaga penjaminan mutu UEB,

Satuan Petgawas [nternal vang selanjutnya disingkat 3P adtalah
satuAah pengawas nternal UB.

Satuan Akuntalitas Kinera yang selanjutnya disingkat SAK
adalah satuan akuntabilitas knerja UB.

Satuan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat SEB
adalah satuan reformasi hirokrasi U3,

Eadan Pengelola Usaha yvang selanjutnya disingkat BPU adalah
satuan pengelola usaha UL vang merupsakan induk dar Badan
Usaha milik UB vang bertugas mendukung pelaksanaan dan
mengaptimalkan perolchan sumber pendanaan UB.

Direlktarat adalah unsur pengembanpan yang menyelengparakan
perencanaan dan pelaksanaan program UB.

Dihapus.

Dihapus,

Uit Pelaksana Teknis vang selanjutnva disingkat UPT adalah
unsur penunjang akademik/sumber belajar LTH,

Subdirektorat adalah unsur pelaksana gdministrasi UB vang
menyelenggarakan pelavanan (eknis dan  administratif  di
Hngkungan UB.

Pusat adalah bBapgian dan Lembapa dan/fatae Direktorat sebagai
penunjang akadermk yang menyelengparakan urusan tertentu.
Divigi adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan
pelayvanan  repulael dan  hukum, tata  usaha dan
frerumahtangeaan, informasi datn kehumasan, serta sekrerarial
pimmpinan dan protokoler.

Subdivisi adalah unsur pembantu Divisi dalam pelaksanaan
penunjang kinerja/kebijakan 1/B.

Fakultas adalah himpunan sumber deyva pendukung yang
menyelenggarakan dan  mengelola  pendidikan akademik
dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin
ilmu pengetahuan dan teknolog.

Fakuliaa Yokas: adaleh himpunan sumber dayva pendokung
vang méenyelenpgparakan dan mengclola pendidikan  vokasi
dan fatau profest untuk pekergaan denpan keahlian terapan.

C3ekalah Pascasansana vang selanjuinya disebut SPUB adalah

penyelenggaraan pendidikan program magister dan program
doktor untuk bidang ilmu maultidisiplin, interdisiplin, dan
transdiziplin.

Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yvang
berwenang dan bertangpung jawab terhadap penvelenggaraan
pendidikan di masing-masing Fakultas.

Dircktur SPUB adalah pimpinan SPUB wvang berwenang dan
bertangpung jawab terhadap penyelengearaan pendidikan di
SPLIE.



24, Senat Akademik Fakultas vang selanjutnya disingkat SAF
adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan,
menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan
melakukan pengawasan di bidang akademik.

25. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau
beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis
pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/fatau pendidikan

profesi.

26. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

27. Bagian Tata Usaha adalah unsur pelaksana administrasi di
Fakultas.

28. Subbagian adalah wunsur pembantu dalam pelaksanaan
administrasi di UPT, Fakultas, atau SPUB.

29. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

30. Dosen Tetap UB adalah Dosen PNS dan Dosen Tetap NonPNS
UB.

31.Tenaga Kependidikan adalah angpota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang
penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.

32.Tenaga Kependidikan Tetap UB adalah Tenaga Kependidikan
PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS UB.

33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga
fungsional yang terdiri atas sejumlah Dosen dan/atau tenaga
fungsional lainnya.

34. UPT Laboratorium Riset Terpadu yang selanjutnya disebut UPT
LRT adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan
laboratorium riset terpadu di lingkungan UB.

34a. UPT Laboratorium Layanan Terpadu yang selanjutnya disebut
UPT LLT adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan
laboratorium layanan terpadu di UB.

34b. UPT Pengelolaan Kawasan Hutan UB adalah unit pelaksana
teknis dalam pengelolaan hutan milik UB.

35. UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa yang selanjutnya
disebut UPT PKM adalah unit pelaksana teknis bidang mata

kuliah pengembangan kepribadian mahasiswa di bidang Agama,
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pancasila,

36. UPT Perpustakaan yang selanjutnya disebut UPT Perpustakaan
adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan perpustakaan di
lingkungan UB.

36a. UPT Reputasi adalah unit pelaksana teknis di bidang urusan
reputasi dan pemeringkatan nasional dan internasional.

36b. UPT International Academic Affair adalah unit pelaksana teknis
di bidang pelaksanaan dan pengembangasn program UB di
dunia internasional.

37. Sivitas Akedemika adalah masyarakat ekademik yang terdiri
atas Dosen dan mahasiswa UB.



28, Kawasan Hutan Dengan Tuwjuan Khusus vang selanjutnva
disingkat KHDTK adalah kawazan hutan yang secara khusug
diperuntukkan untuk kepentingan  penelitian dan
pengembangan kehutanan, pendidikan, dan  pelatihan
kehiltanan serta religlt dan budaya.

2. Ketemtuan Fasal 9 ayat [B) dan ayval [7) diubah, schinpga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:

Pazal %

(1} Direktoral membawahkan:

a. Subdirektorat dan/atau Pusat; dan

b. Kelompak Jabatan Fungsicnal.

(2] Direktur dapat dibantu oleh seorang sekretaris Divekioral,

(3 Sekretans Direktorat mempunyvai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administratf vang melipuii:

A, koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan aneggaran;

b. mewakili direktur Direklorat apabila ditugaskan oleh
direktur/pimpinan diatasnya;

c. pelaksanaan urusan kepegawaian (b ingkungan Direktorat;

d. pelaksanaan urusan ketangan di ingkunpan Dvrektorat:

e. pengeleiaan hatang mibk DB atau mhk negara di lingkungan
Dirgkiorat;

E. fasilitaz peluksanaan penataan kelambapaan dan relormas
birgkrasl, serta pemantavan, evaluasi, dan  pelaporan
[hrektorat; dan

%. pelak=zanaan  hubungan tasyarakat dan  ata usaha
Direktorat.

(4) Bubdirektorat dipimpin oleh seorang kepala Subdirektorat yang
diangkat dan diberhentikan alebh Rektor denpan Keputusan
Hektor.

(31 Dalam menjalankan  tugasnya, Subdircktorat bertangpung
Jawahb kepada direktur Direktorat.

(&) Pusat vang berkedudukan di bawah LPM/Direktorat dipimpin
oleh seorang kepala yang dianpkat dan diberhentikan oleh
Reftor dengan Keputusan Rektor.

(7] Dalam memjalankan tugasnya, kepala Pusat bertangpung jawah
kepada Ketua LPM atau direlour Direktorat.

(&) Maza jabatan sekretaria Direktorat, kepala Subdirekioral, dan
kepala Pusat selama 2 [dua) tahon sejak ditetapkan.

(%) Formasi  Kelompok . Jabatan Fungsionzl dan  tata cara
penganglaatan  Kelompok Jabalan Fungsional sebagaimana
dimaksud peda ayat {1] buraf T digtur lebdh lanjut dengan
Peralutan Relktar,

(10)] Jumlah jabatan lungsional ditetapkan menunut kebutuhan dan
beban kena.

(11] Jemin dan jeniang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
ketentian peratiltan perindang-urdangan.



3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 11
Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu
Rektor dalam merumuskan, menyelenggarakan, dan
mengevaluasi kebijakan dan program kerja dalam bidang
akademik.
Wakil Rektor Bidang Akademik membawahkan:
a. Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik;
b. Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan; dan
c. UPT.
Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Akademik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:

(1}

(2)

3)

Pasal 13

Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan mempunyai

tugas:

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang
inovasi dan pengembangan pendidikan;

b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan
kebijakan inovasi dan pengembangan pendidikan;

c. mengevaluasi dan melaporkan capaian kinerja bidang inovasi
dan pengembangan pendidikan; dan

d. menyelenggarakan layanan prima inovasi dan pengembangan
pendidikan sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang
baik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1}, Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan memiliki

fungsi:

a. perencanaan kebijakan inovasi dan pengembangan
pendidikan;

b. pengembangan inovasi pendidikan;

¢. monitoring dan evaluasi inovasi dan pengembangan
pendidikan; dan

d. penyelenggaraan la_va.n.nn prima inovasi dan pengembangan
pendld.lka.n sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi vang

Duektﬂmt inovagi dan  Pengembangan  Pendidikan

membawahkan:

a. Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;

b. Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi
Pembelajaran;

. Subdirektorat Pengembangan Pendidikan Inklusi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.



2, Ketentuan Pasal 14 diubah dan ayat (4) huruf b dihapus, sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

[l

(<)

[3)

(4}

’asal 14

Ditektorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh

Ditektur yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang

Akademik.

Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang

Sekretaris.

Direktur dan Selkretaris Divektorat [novasi dan FPengembangan

Iendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa

Jjabatan 2 {dua) mhun sejak ditetapkan dengan Kepurusan

Rektor.

Sekretatis Dhrektorat [novasi dan Pengembangan Pendidikan

mempunyal  tupas  memberikan  pelayenan  teknis  dan

administratif yang meliputi:

4. koordinasi dan  penyusunan  rencana kerja, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, dan pengelolaan bamane milik UB atau
milik negara;

b. dihapus;

. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi
hirpkrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja
Direklorat Invvasl dan Pengembangan Pendidikan,; dan

g, pelaksanaan hubungan masyarakat Thirektoral Triovasi dan
Penipembangan Pendidikan.

- Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2, dan ayat {3) divbah dan ayat

(4] dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebapai berkut;

{1]

{2]

{3

(4]

Pasxzl 15

Subdirektarar Pengembangan Relevansi Pendidikan mempunyai

tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan:

a. pengembangan relevansi pendidikan;

b. pengembangan pendidikan akademik, profesi, dan wvalasi;
dan

C. pengembangan manajemen pendidikan.

Suhditéktorat  Pengembangan  Aktivitas  dan  Tekoalogi

FPembelajaran mempunyal tugas melaksanakan  kebijjakan.

program, dan kegiatan pengembangan aktivitas dan teknolog

pembelajaran.

Subdirektorar Pengembangan Pendidikan Inklusi mempunyai

tugas merumuskan, melaksanakan  dan mengevaluasi

kebijakan, program, dan kegiatan pcngembangan pendidikan

inklust.

Dihapus.



7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Inovasi dan
Pengembangan Pendidikan terdiri atas sejumlah tenaga
fungsional Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.

(2) Formasi Kelompok Jabatan Fungsional dan tata cara
pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Rektor.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan
beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Pasal 24A ayat (1) huruf a dihapus, huruf b diubah, di
antara huruf b dan huruf c disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf ba
dan huruf bb, ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, ayat (6)
diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8),
sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1} UPT Reputasi membawahkan:
a. dihapus;
b. Pusat Reputasi Nasional dan Internasional;
ba. Pusat Sustainable Development Goals;
bb. Pusat Halal Metrik; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) UPT Reputasi dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab
kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.

(3) UPT Reputasi mempunyai tugas melaksanakan wurusan
pemeringkatan nasional dan internasional, sustainable
development goals, dan halal metrik.

(4) Dalam melaksanakan tugas, UPT Reputasi menyelenggarakan

fungsi:
A. peréncanaan kebijakan dan Anggaran reputaai,
pcmeﬁngkntan sustainable development goals, dan halal

b. l-:mrdmam, penyelenggaraan, dan pengembangan reputasi,
pemeringkatan, sustainable development goals, dan halal
metrik;

c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan
reputasi, pemeringkatan, sustainable development goals, dan
halal metrik; dan

d. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang reputasi,
pemeringkatan, dan sustainable development goals, dan halal
metrik

(5) Dihapus.

(6) Pusat Reputasi Nasional dan Internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan reputasi dan
pemeringkatan nasional dan internasional.



(7}

(€]

Pusar Susiatnable Dervelopment Goals sehagaimana dimaksued

pada ayat (1] buruf ba mempunyai tugas mengawal prozes,

rapalan, evaluasi, dan mengoordinagikan reputasi UB di bidang

pencapaian sustainable development goals,

Fusat Halal Meirik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

bt mempunyai Nigas:

a. mendesiminasi dan mengembanekan insttumen halal metrik;
dan

b. melakukan assesment halal di internal dan ekaterna) UB,

3. Ketenlwan dalam Pasal 41 avat (3} hoef a4 diubah dan humf b
dihapus, ayat (4] diubah, dan ayat (5] dihapus, schingea Pasal 41
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2]

(3]

(43

[
[=a]

(G

Pagal 41

Drirektorat Kerja Sama mompunyal tugas:

a. melaksanalkan dan mengembangkan program kerja sama;

b. mengevaluaei dan melaporkan kinerja hasil program kena
SR,

C. tnelakukan telaah terhadap nota kesepsharmnan dan bentuk
perarman kerja sama;

d. rnengimsiasi dan menpoordinasikan program proioritas dalam
peningkatan keterlibatan UB di dunia internasional;

c. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kerja sama;
dan

{. menvelengparakan layanan prima sesusi dengan prinsip tata
kelola perguruan tinge yang baik,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1], Tirektorat Kerpa Sama memiliki fungsi perencanaan,

pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama.

[hrektorat Kera Sama membawahkan:

a. Subdirektorat Kerja Sama;

b, dihapus;

ba. Pusat Globalizing UR Program,; dan

c. Kelompok Jabatan Fyngaional,

Subdirektorat Kega Sama sebagaimana dimaks=ud pada ayat [3)
huruf 3 mempunyal tugas melaksanakan kebijjakan, program,
dan kegiatan percncansan, pengembangan, dan pelaksanaan
kerja sama dalam negen dan luar negeri.

Dihapus,

Pusat Glebalizing U Program sebagaimana dimaksud pada avat
(3 huruf ba mempunyai tugas merencanakan, mengermbangkan,
dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas
dalam globalizsasi UB.

Kelompok Jabatan Fungaicnal sebagaimana dimnaksud pada ayat
ayat (3] hural ¢ terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen
dan fatau pejabat fungsional lainnya.



.10 -

10. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a diubah,
dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf ¢ sehingga Pasal 44
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas
membantu Rektor dalam merumuskan, menyelenggarakan, dan
mengevaluasi kebijakan dan program kerja dalam bidang riset,
inovasi, dan pengelolaan kawasan hutan.

(2) Waldl Rektor Bidang Riset dan Inovasi membawahkan:

a. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi;
c. UPT LRT;
d. UPT LLT; dan
e. UPT Pengelolaan Kawasan Hutan.
(3) Suaunan organisasi Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
tercantum dalam Lampiran VIil yang merupakan
ba.amn tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 45

(1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat;

b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja;
dan

¢. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata
kelola perguruan tinggi yang baik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
memiliki fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Riset
dan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d. koordinasi pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada
masyarakat;

e. pelaksanaan publikasi hasil riset dan pengabdian kepada

magsyarakat;

f. pelaksanaan kerja sama di bidang riset dan pengabdian
kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau
institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

g- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan
pengabdian kepada masyarakat; dan

h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Riset dan
Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
membawahkan:

a. Sekretaris;

b. Pusat Riset;
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c. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat;

d. Pusat Publikasi imiah dan Ketahanan Jurnal;

e. Pusat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada
Masyarakat; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional,

12. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin

oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor
Bidang Riset dan Inovasi.

(2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang
Sekretaris.

(3) Sekretaris Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2
(dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.,

(4) Sekretaris Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
a. koordinasi dan  penyusunan rencena,

kepegawaian, ketatalaksanaan, l:ﬂatnunahaan
kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik UB atau
milik negara serta penyusunan data dan informasi penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat:

b. mewakili Direktur dalam hal berhalangan atau ditugaskan;

c. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi
birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

d. pelaksanaan hubungan masyarakat Direktorat Riset dan
Pengabdian kepada Masyarakat.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
{(4), Sekretaris Direktorat Riset dan Pengabdian kepada
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan
anggaran;

b. pengumpulan dan pengolahan data peneliian dan
pengabdian kepada masyarakat;

¢. pelaksanaan wurusan dokumentasi dan publikasi hasil
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;

e. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil
penelitian berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi
hak atas kekayaan intelektual; dan

f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan
pengelolaan barang milik UB dan negara di lingkungan
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(6} Sekretaris Direkiorat Risct dan Pengabdian kepadsa Masyurakat

membawahkan:

a. Bubhagian Umum,

b. Bubbagian Program;

. 3ubbagan Data dan Informagi; dan
d. Kelompek Jabatan Fungsional.

(7] Subbagan Lhmum sebagaimans dimaksud pada avat (6] huruf a
mempunyal tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtangpaan, dan
pengelolaan Barang Milik UB.

{8] Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada avat (6] huraf
b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program,
kegiatan, dan anpgaran penelitian dan pengabsdian kepada
masyvarakat serta urusan pemerglehan kekavaan intelektual
haml peneliban berkoordinasi  dengan  unit  kega  yang
membidang hak atas kekayaan intelektusal,

(% Subbagian Data dan Infotmasi schagaimana dimaksud pade
ayvat (6} huruf ¢ mempunyel tugas melakukan pengumpulan,
pengolahan, dan pelayanan data serta informasi petietitian dan
pengabdian kepada tnasyarakat.

(10 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud prda ayvat
ayat (B hurif d terdim atas sejumlah tenaga fungsional Dosen
tlatfatay pejabat fungsional lainnya.

13, Ketentuan Pasat 47 ayat (] dan ayat [3) diubah dan ayat (2) dihapus,

14.

gehingea Pasal 47 berbunyi sebagai berikout:

Pasal 47

(1} Pusat Riset mempunyai tugas melaksanakan Lkebijakan.,
program, dan kegiatan dalam bidang riset.

(2} Dihapus.

(3] Pusat Riact scbagaimana dimaksud pada ayat (1] membawahkan
puaat studi.

(4} Pembentukan dan penutupan  pusat stgdi | sehagimana
dimaksud pada avat [3) dilakukan oleh Rektor sesual dengan
kebutuhan.

{5] Pembentukan dan penulupan pusat studi  zebagaimana
dimaksud pada avar (2] diatur lebih lanjut denpan Peraturan
Rekior.

Ketentuan Fasal 48 ayat (2] dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi
sehagai herloat:

Pazal 48

{1] Pusat PFengabdian kepada Masvarakar mempunval tugas
melaksanakan kebijalan, program, dan kegiatan dalam bidang
pengabdian kepada masyarakat.

{2] Dihapus,

{2] Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membawahkan Pusat pelayanan.

(4] Pembentukan dan penutupan Pusat pelavanan sebagaimana
dimabkzud pada ayat [3) dilakukan oleh Eektor sesuai dengan
kebutuhan.
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(5) Pembentukan dan penutupan Pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Rektor.

15. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga
Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Pusat Publikasi [lmiah dan Ketahanan Jurnal mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang
publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.

(2) Pusat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan,
program, dan kegiatan dalam bidang penjaminan mutu riset dan
pengabdian kepada masyarakat, serta mengusulkan
pembentukan dan memfasilitasi komisi etik penelitian.

(3) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Riset dan
Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas sejumlah tenaga
fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.

(3) Formasi Kelompok Jabatan Fungsional dan tata cara
pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Rektor.

(4) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan
beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf h diubah dan ditambah 2 (dua)
huruf yakni huruf i dan huruf j, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6)
dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51
(1) Direktorat Inovasi dan Kawasan S8ains dan Teknologi mempunyai
tugas:

a. melaksanakan dan mengembangkan program kerja
pengembangan inovasi serta pengelolaan kawasan sains dan
teknologi;

b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja;
dan

c. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata
kelola perguruan tinggi yang baik.
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Dalam tmefaksanalan tupas sebagaumana dimaksud pada ayar
{1]. Dhrcktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknolog
memiliki lungs:;

A perumusan perencanaan, tata kelola, dan kerja sama atas
layanan inovasi, inkubasi, korasi, dan hilirisasi bisnis hasil
imovasi dosen, mahasiswa, dan mitra ekaternial;

b. pengelolaan  kegiatan, kevja sama, layanan  kekayaat
intelektual, layanan inovasi dan (rangfer teknalogi, layanan
pengembangan dan penguatan entrepreneursfip dan start-up,
layanan inkuba:m hasil inovast Dosent, mahasiswa, dan mitra
ekatemal serta hiliriseasi hasil inovasi dan pengelolaan
kawaszan sains dan teknologm;

¢, pcngembanpgan dan pendayagunaan kekavaan intelektual atas
hasil nset dan inovasi melalui kegiatan pemberian layanan
informasi, pengembangan  kebijakan terkait  kekayaan
inteleltual, advokasi kekayaan intelektual, dan pengawasan
implementasi kekavaan intelektual;

i. pengembangan novas dan transfer teknelom hasil noset
melalui penguatan kapabilitas inovast, peromusan bngkat
kesiapan eknologl, peoguatan lanigsi tansler teknolog, dan
fdiveminas atas hasil inovasi Dosen dan mahasiswa;

e. pengembangan ekosistem ertreprensurship dan starf-up vang
dinamis bagi Do=en, mahaszizwa, dan mitra eksternal melalui
pendampingan dan penguatan fungsi biznis;

f. pengembangan dan pengelolaan fungsi inkubasi dan hilirisasgi
hasil inovasi Doser, mahasiswa, dan mitra eksternal dalam
kawasan saina dan teknnlogi,

g penvelengpargan dan pengoordinasian  promos kekayvaan
inteleknsal, thovasi dan transfer leknologl, eatreprenenrsion
dart stari-wp, inkubasi dan hilinsasi serta peneelolaan
kawaszan zsains dan teknolos;

h. penpgelolaan  pendanaan untuk penpuatan  kapabilitas
publikasi dan dizemninasi atas hasil peneliban /inovasi;

i. fasilitasi penyelenggaraan riset unggulan yang menciptakan
peluang pasar; dan

i- pengetnhangan, fasilitasi, dan penguatan start-up, in house
tenant, layanan kewirausahaan, dan inkubator hisnis.

Threktorat  Inovasi dan  Kawasan  Sains  dan Teknolog

mermhawahloan:

2. Pusat Pendayagunaan Kekavaan [ntelektual;

b. Pusat novas: dan Transfer Tekniolog;

c. Pusat Pengembangan Entreprencurship, Start-Up, dan
Inkubator Bismis:

d. Pusat Pengelolaan Inovasi Ungeulan; dan

e. Kelompalk Jabatan Fungaicnal.

Pusat Pendayagunaan Kekayaan [ntelektual memiliki tugas:

a. mengembangkan layanan informasi kekayaan intelektual;

b. pengembangan kebijakan terkait kekayaan intelektual,

c. pengembangan penguatan pengetahuan kekayaan intelektual;

d. pengembangan layanan advokasi kekayaan intelektual bag
inventor,
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¢. pengawasan implementasi kebijakan kekayaan intelektual,;
dan
f. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan
Kawasan Sains dan Teknologi.
(5) Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi memiliki tugas;
a. penguatan kapabilitas inovasi dan tingkat kesiapan teknologi;
b. diseminasi haasil inovasi kepada masyarakat;
c. mengembangkan kebijakan inovasi produk dan penguatan
fungsi transfer teknologi dengan pemangku kepentingan;
d. pengawasan atas implementasi layanan inovasi; dan
e. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan
Kawasan Sains dan Teknologi.
(6) Pusat Pengembangan Enfrepreneurship, Start-Up, dan Inkubator
Bisnis memiliki tugas:
a. fasilitasi pengembangan early stage start-up bagi Dosen,
mahasiswa, dan mitra eksternal;
b. pengembangan model bisnis bagi start-up;
c. fasilitasi manajerial dan penguatan kapabilitazs in-house
tenant;
d. pengembangan strategi dan kebijakan inkubasi start-up;
e. pengawasan atas implementasi layanan kewirausahaan, start-
up, dan inkubator bisnis; dan
f. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan
Kawasan Sains dan Teknologi.
(7) Pusat Pengelolaan Inovasi Unggulan memiliki tugas:
a. fasilitasi riset unggulan yang menciptakan peluang pasar dan
telah melalui proses difusi teknologi dan inovasi;
b.layanan pendampingan fungsi bisnis dan hilirisasi hasil
inovasi dosen dengan mitra eksternal;
c. pengawasan atas implementasi kebijakan hilirisasi hasil
inovasi; dan
d. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan
Kawasan Sains dan Teknologi.

18. Di antara Pasal 53B dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni
Pasal 53C dan Pasal 53D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53C

(1) UPT Pengelolaan Kawasan Hutan merupakan unit pelaksana
teknis di bidang pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan
UB.

(2) UPT Pengelolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan pengelolaan KHDTK Pendidikan dan
Pelatihan UB; dan

b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penataan dan
pemeliharaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB.

(3) Dalam melaksanakan tugas, UPT Pengelolaan Kawasan Hutan
menyelenggarakan fungsi:

A. penyusunan rencana pengembangan;

b. penyusunan program dan anggaran;

¢. pengelolaan layanan tridarma sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

d. pemeliharaan dan perawatan;
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(4]
(3]

(1)

(2]

(3)

(4]
{3]
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e, penyusunan laporan pengelolaan kepada Menteri vang
membidangi urusan kehutanan, dan

t. pelaksanaan urusan tata usaha.

UPT Pengelolzan Kawasan Hutan dipimpin cich seorang Kepala.

Kepala UPT Penpgelolaan Kawasen Hutan bertanggung jawab

kepada Rektor melalui wakil rektor vang membidang riset dan

inovasgi.

Fasal 530

kelompok Jabatan Fungsicnal pada UFT Pengelolaan Kawasan
Hutan terdiri terdiri ataz sejumlah tenaga fungsional Dosen
danfatau tenaga fungsional lainnya.

Formasi Kelompek .Jabatan Fungsional dan  tata  cara
pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsiopal schagaimans
dimaksud pada ayat (1) diatur lebib lanjul dengan Peraturan
Eeltor,

Jurlah jabatan fungsional ditetapkan menurit kebutuhan dan
beban kera.

Jems dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi UPT  Pengelolsan Kawasan Hutan
zebagaimana tercantum dalam Lampiran VIHC vang merupakan
bagian tidak terpisabitan dar Peraturan Rekior ini.

Ketentuan Pasal §3 ayal [&), ayal (7], dan ayal (8] dhiubah, sehingra
FPazal 63 erhunyi schagai berikut:

(1)

2

Pasal 63

LFM merupakan organ HEektor scbhagil unsur pocnunjang

akademik yang mempuyal tugas melaksanakan,

mengoordinasikan, memantau, dan menpevaluasi kegatan
penjaminan mutu akademik.

LI'M menyelengparalan fungs::

a. pengembangan sistem manajemen mutu UB yang terpadu;

b. penvusunan standar mum dalam bidang akademik vormk
setnua jenid dan  jenjang  pendidiltan, kemahasizwaan,
penelitian, movas, dan pengabdian hepada masyarakal;

o, pelaksanaan penpukuran mutu layanan dan proses lJavanan
denpan prinsip perbaikan berkelanjutan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutwe delasm adang
akademik untuk =smua jenis dan jenjang pendidikan, dan
kemahasiswaan, serta penelitian dan pengabdian kepada
rnasvarakat;

e. penpgaordinasian penyelengparaan  manajemen risiko
altademil:;

f. pelaksanaan akreditasi dan  sertifikasi instituss di level

tnasnnal dan inlernasional;

. pelaksanaan sosialisasl sistem manajemen mutu;

.pengelolaan data dan informasi sistem manajemen mutu;

perancangan patnduan penyusunan dokumen mutu UB; dan
pelaksanaan  evaluaszi untulk semua jJenis dan  Jengang
pendidikan, kemahasiswaaan, penelitian, inovas: dan
petigabdian kepada masyarakat.

T
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i3] LPM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(4] LPM membawahkan:

a. Deputy Sistermn Penjaminan Mutu Intermal;

b. Deput Sistem 'enjaminan Mutu Eksternal;

¢, Pusat Perencanaan dan Pengembanpgan Sistem Penjaminan

Mutu [nternal,

d. Pusat Audit Enternal Mutu:

& Pusat Alireditasi Masional: dan

f. Pusat Akreditasi Internasional.

(5] LPM dipimpin oleh seorang KetUa vang bertanggpung jawab
kepada Rektor,

&) Palarn menalankan tugasnya, Ketua LPM dapat dibantu oleh
senrang Sekrotans.

{7] Sekretarnis LPM  sebagaimana dimaksud pada  ayat  [A)
mempunyal  tugas  memberikan pelavanan  tekniz dan
admimstratif yang meliputi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, progratn, dan angearan,

b. mewakili Keruna apabila ditbgasksn aleh Ketus/Pimpinan
diatasnya;

c. pelaksanaan urusan kepegawaian 0 lingkungan LPM;

d. pelaksanaan Urusan keuwangan di ingkungan LPM;

€. petgelolaan barang mihk UB atau miitk negara di ingkungan
LPM; dan

. lasilitas) pelaksanaan penataan kelembapaan dan refermasi
birokrasi, zerta pemantavan, evaluasi, dan pelaporan LEM.

{8] Ketua dan Sekretarizs LPM diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor dengan Keputuzan Eekior dan dapat diangkat kembali
untuk 1 {zatu) kali masa jabatan.

[9} Masa jabatan sebagaimana dimaksud pade ayvat (8] berakhir 3
[tiga] bulat aetelab akhir masa jabatan FEelotor,

. ketentuan FPasal 134 ayat (3] huruf @, humaf o, hurafl ¥, huraf bb,
huruf i, huruf kk, huraf 11, dan hurnuf mm dihapus dan huraf aa
diubah, sehingega Fasal 134 berbuny sebagai bertkut;

Faszal 134

(1} Dosen Tetap UB dapat diberi tugas tambahan sebapgai pimpinan
unsur vang berada di bawah Rektor.

(2} Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada aval (1)
merupakan tugas vang dibetikan sebagai pimpinan unsur vang
Lerada di bawah Relitor selain tugas pokoknya dalam jabacan
ungaienal Dosen dan dalam hal tagas tambehannya berakhir
malka kemball menjalenkan tugses pohoknyd dalam jabatan
ungsional Dosen.

(3] Tugas tambahan Dosen Tetap UB sebagal unsur yvang berada di
bawah Rektor terdiri atas:

wald] Relktor;

Dekan;

Direktur EPURB;

Hekretans Universitas,;

Ketua Lembaga;

Ketua Satuan;

Direktur BEPU;

el IS R

2}
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walkdl direktur BPU;

direktur Direktorat;

Direktur PSDKU;

dihapus,

wakil Dekan;

wakil direktur SPUB;

wakil direktur PSDKU;

ketua Departemen;

deputi;

dihapus;

kepala Pusat;

Sekretaris Satuan;

kepala UPT;

sekretaris Direktorat;

sckretaris Lembeaga;

sekretaris UPT;

kepala Divisi;

kepala Subdirektorat;

kepala Subdivisi;

dihapus;

sekretaris Departemen;

kepala laboratorium layanan, laboratorium pendidikan,

atau laboratorium riset;

dihapus;

ketua badan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;

ketua badan penerbitan jurnal;

kepala pengelola sistem informasi dan kehumasan;

dihapus;

ketua international relation office;

ketua gugus jaminan mutu;

ketua unit jaminan mutu;

ketua Program Studi;

dihapus;

dihapus;
mm, dihapus; atau
nn. pimpinan unit lainnya yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Rektor atau Peraturan Dekan/Direktur SPUB,

(4) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
sampai dengan huruf ee tidak dapat dijabat secara rangkap
dengan tugas tambahan yang lain dan/atau jabatan di BPU,

(5) Dalam hal Departemen hanya terdiri atas 1 (satu) Program Studi
ketua Departemen merangkap sebagai ketua Program Studi.

21. Ketentuan Pasal 137 huruf f dan huruf o angka 4 diubah, sehingga
Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

EAANRAE p g pREr R PR

8 &

=N
e

FREFER RS

Pasal 137

Untuk dapat diangkat dalam tugas tambahan, seorang Dosen Tetap

UB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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sehat jasmani dan rohani;

bebas narkotka, prekurser, dan zat adiktif lainnya,

bersedia dicalonkan menjadi calon vang dinyatakan secata

tertulis;

berusia paling tingg 60 {enam puluh) tabhun pada  saat

berakhirnya masa jabatan pejabal yang sedang menjabat,

kecuali jabatan Direktur PSDKL, waki] direktur PSDELU, ketua

Pusat Pembinaan Agama, kepala laboratorium niset terpadu, dan

Kema Pusat Studs di bawah Dircktorat Eiser dan Pengabdian

kepada Masvarakat;

Lidak sedang menjalani hukuman disiphn tingkat sedang atau

Leral;

metmhkl setiip unsur penilalan prestasi kerja pegawai paling

rendah bernilai baik dalam 2 {duaj tahun terakhir;

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

vang memiiiki kekuatan hukum tetap;

tidak pemah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan;

teltah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan

Pejabat Wegara ke Komisi Pemberantasan Korupsai atau lapoeran

harta kekayaan penyclenggara UB;

memiliki pengalaman manajerial di ingkungan perguruan tnggl

peling rendah sebagar wakil dekan atau walal diretctur SPUB

paling singkat 2 (dua) tehun di UB bam calon walal rektor;

meérntlik pengalaman manajerzal di ingkungan perguruan tinpgi

poling rendah sebagai ketua Departemen atau dissbut nama lain

paling singkat 2 {dua) tahun di UB bag calom Dekan dan

[nrektur SrUE;

berpendidikan doktor bagi walkil rektor, Dekan, Direktur SPUB,

wakil direktur SPUB, ketua lembaga, Wakil Dekan Bidang

Akadernil:, dan ketua Departemen;

menduduki jabatan akademik:

1. profesor hagh calon Direktur SPUR,

2. paling rendah lektor kepala bagi calon walkil rektor dan Delean;

3. pahing rendah lektor bag calon pejabat selain sebagaimana
dimnadksud dalam Pasal 134 avat {3) hura! d sampa dengan s;
dan

4, paling rendah asisten ahh bagw calonm pojabat  selan
sebagrimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat [3] huruf t
sampai dengan nin.

berpendidikan doktor denpgan jabatan akademik paling rendah

asisten ahli atap berpendidikan magister denpgan jabatan

akademnik paling rendah lektor bagi czlon sekretans

Departemen; dan

tidal: sedang menjalani tugas belajar lebih dar 6 {enam) bulan

vang mennggalkan tugeas tridarma perguruan tinggi vang

dmvatakan secara terbulis.
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22. Di antara Pasal 137 dan 138 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
137A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137A

Ketua program studi pada Fakultas Kedokteran dapat dijabat oleh
Dosen tidak tetap yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki Nomor Induk Dosen Khusus UB;

b. memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli; dan

c. memiliki fjazah /sertifikat konsultan (K) atau subspesialis.

23. Ketentuan Pasal 152 diubah, schingga Pasal 152 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 152

Apabila terjadi pemberhentian direktur Direktorat, sekretaris
Direktorat, ketua Pusat, kepala UPT, sekretaris UPT, kepala
Divisi, kepala Subdirektorat, kepala Pusat, kepala Bagian Tata
Usaha, kepala subbagian, dan kepaia Subdivisi, sebelum masa
jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan
direktur Direktorat, sekretaris Direktorat, ketua Pusat, kepala
UPT, kepala Divisi, kepala Subdirektorat, kepala Pusat, kepala
Bagian Tata Usaha, kepala subbagian, dan kepala Subdivisi,
definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur
Direktorat, sekretaris Direktorat, ketua Pusat, kepala UPT,
sekretaris UPT, kepala Divisi, kepala Subdirektorat, kepala
Pusat, kepala Bagian Tata Usaha, kepala subbagian, dan kepala
Subdivisi.

Direktur Direktorat, sekretaris Direktorat, ketua Pusat, kepala
UPT, kepala Divisi, sekretaris UPT, kepala Subdirektorat, kepala
Pusat, kepela Bagian Tata Usaha, kepala subbagian, dan kepala
Subdivisi, yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu)
tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

24 Ketentuan Pasal 161 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat [5}, ayat (6),
dan ayat (7) sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai beriku

(1)

(2

(3)

(4)

Pasal 161

Pejabat yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini
berlaku dan nomenklatur jabatannya tidak berubah, tetap
melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.
Pejabat pada Laboratorium Sentral [lmu Hayati dan pada
Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa yang telah diangkat
sebelum Peraturan Rektor ini berlaku tetap menjalankan tugas
dengan berakhirnya masa jabatan atau terbentuknya organ baru
yang menggantikannya.

Kedudukan UPT LLT sebagai UPT di bawah Wakil Rektor Bidang
Riset dan Inovasi akan berakhir dan beralih di bawah BPU dalam
waktu paling lambat 2 {dua) tahun sejak berlakunya Peraturan
Peralihan kelembagaan Divisi Reformasi Birokrasi menjadi SRB
dilakukan paling lambat 1 Januari 2024.
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(5} Delkan Fakultas Kedokteran Gigl, Dekan Fakultas Kedokteran
Hewan, Dekan Fakultas [lmu Komputer, Dekan Fakultas limu
Foaial dan [lmu Politik, dan Dekan Fakultas Matematika dan
llmu Pengetahuan Alam yang telah ditetapkan dan dilantik
gebelum Peraturan Rektor ini berlaku, ma=sa jabatannya
diperpanjang sampai dengan & Juni 2025

(6} Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan  Dekan
sebagairmana dimaksud pada ayat |5) dengan Kepurusan.

[7} Ketua SAF dan Sekretaris SAF vang telah ditetapkan sebelum
FPeraturan Rekior ini berlaky retap menjalankan tugas sampeai
dengan herakhirtiya masa jabatan,

25 Ketentuan dalam Lampiran 1, Lampiran VA, Lampiran VH,
Lampiran Vill, dan Lampian X diubah sebagaimana tercantum
dalatn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Feraturan Eektor ini.

Pazal [I
Feraturan Kektor itni mulai berlaku pada tanggal dinndanglan.
Apar setiap arang metngetahuinya, memerintahkan penpundangan

Feraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam lembaran
Hniversitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
ada tanggal 1 Maret 2024

2 BRAWIJAYA,

Diundangkan di Malang
pada tangeal 1| Maret 2024

KEFALA DIVIS! HUKUM
UNIVERSITAS BRAWILIAYA,

HARLU PE

LEMBAERAN UNIVERSITAS BEAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 23
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